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KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH          
KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR   900/       Tahun 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK),                        PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEMBANTU BENDAHARA 
PENGELUARAN/PEMBUAT DAFTAR GAJI, PEMBUAT DOKUMEN, VERIFIKATOR, PENGURUS BARANG DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG (PENYIMPAN BARANG), OPERATOR SIMBAPER DAN OPERATOR SIMDA BMD
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
KABUPATEN KARANGANYAR 
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH     
KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU 
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang 	:	a.	bahwa dalam rangka meningkatkan tertib  administrasi            dan kelancaran pelaksanaan penatausahaan keuangan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembuat Daftar Gaji, Pembuat Dokumen, Verifikator, Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang/Penyimpan Barang, Operator SIMBAPER dan Operator SIMDA BMD;
			b.	bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Mengingat 	:	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
			2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
			3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



			4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
			5.	Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
			6.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
			7.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014             Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 5587);
			8.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
			9.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia            Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
			10.	Peraturan  Pemerintah  Nomor 55  Tahun  2005  tentang  Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4578);
			11.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6322);
			12.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4829);
			13.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
			14.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54                     Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
			15.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah  diubah   beberapa kali terakhir dengan dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
			16.	Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8);
			17.	Peraturan   Daerah  Kabupaten   Karanganyar   Nomor   10  Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);



			19.	Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran  Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja  Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita  Daerah  Kabupaten  Karanganyar   Tahun 2020 Nomor 106);
			

MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:	
KESATU	: 	Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembuat Daftar Gaji, Pembuat Dokumen, Verifikator, Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang/Penyimpan Barang, Operator SIMBAPER dan Operator SIMDA BMD di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
a. meneliti kelengkapan pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
b. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan (SPP-TUP) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), termasuk gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta peghasilan lainnya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
c. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
d. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan belanja;
f. melakukan akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
g. membuat Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Neraca, Aset, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan;
h. menyiapkan dan melaksanakan verifikasi atas Surat Pertanggungjawaban (SPj) Keuangan dan Barang;
i. mengusulkan pejabat/petugas yang melaksanakan fungsi perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pembuat dokumen, pengurus barang dan penyimpan barang kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran;
j. tidak merangkap sebagai Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/Daerah, Bendahara dan/atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
k. beserta staf yang membantu, melaksanakan fungsi verifikasi, akuntansi dan pelaporan.

KETIGA	: 	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
a. menyusun rencana jadwal pelaksanaan kegiatan kerja yang dikoordinasikan dengan Pejabat Pengadaan atau ULP;
b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
d. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
e. bertanggungjawab atas pencapaian target, saran dan manfaat kegiatan yang dikendalikannya;

f. meneliti dan mengoreksi dokumen-dokumen kegiatan (perjanjian kontrak/kerjasama, Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Dokumen Kegiatan Lainnya), yang akan dimintakan tanda tangan Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran;
g. membantu menyiapkan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran;
i. setelah kegiatan dinyatakan selesai, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyiapkan Berita Acara Serah Terima Aset dan/ atau Hasil Pekerjaan kepada Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran yang pelaporannya disampaikan kepada Bupati Karanganyar;
j. menandatangani bukti pengeluaran atas penggunaan uang persediaan.

KEEMPAT	: 	Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembuat Daftar Gaji, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
a. meneliti dan mengoreksi Daftar Gaji;
b. menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Gaji (SPP-Gaji) berdasarkan Daftar Gaji;
c. menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Rapel/ Kekurangan Gaji, uang duka dan lain-lain;
d. membayarkan gaji kepada Pegawai, membayarkan gaji kepada Pegawai, pajak ke Kas Negara dan kewajiban pembayaran lainnya kepada Pihak Ketiga;
e. mencatat penerimaan dan pengeluaran gaji pada Buku Kas Pembantu Surat Pertanggungjawaban Gaji;
f. menyiapkan Surat Pertanggungjawaban Gaji;
g. membantu tugas Bendahara Pengeluaran dalam rangka menyiapkan/menata Surat Pertanggungjawaban di luar gaji.

KELIMA	: 	Pembuat Dokumen, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
a. membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
b. membuat dokumen realisasi belanja non pegawai dan menghimpunnya dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPj) keuangan;
c. membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyiapkan dokumen-dokumen kegiatan (perjanjian kontrak/kerjasama, Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Dokumen Kegiatan Lainnya), yang akan dimintakan tanda tangan Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran.

KEENAM	: 	Verifikator, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
a. memverifikasi dokumen-dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan atau dokumen realisasi belanja pegawai dan belanja non pegawai yang terhimpun dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPj) keuangan;
b. memverifikasi dokumen-dokumen kegiatan (perjanjian kontrak/kerjasama, Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Dokumen Kegiatan Lainnya), yang akan dimintakan tanda tangan Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran;
c. memverifikasi dokumen-dokumen keuangan yang berkaitan dengan penyusunan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilaksanakan setiap bulan dan/atau setiap 3 (tiga) bulan serta pada akhir tahun anggaran.
d. Membantu memverifikasi dokumen barang yang berkaitan dengan penyusunan Neraca dan Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap bulan dan/atau setiap      3 (tiga) bulan serta pada akhir tahun anggaran.

KETUJUH	: 	Pengurus Barang, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
a. Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing OPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;
b. Melakukan pencatatan Barang Milik Daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
c. Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta laporan Inventarisasi 5 (lima) Tahunan yang berada di OPD kepada Pengelola; dan
d. Menyiapkan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

KEDELAPAN	: 	Pembantu Pengurus Barang/Penyimpan Barang, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
a. Menerima, menyimpan dan menyalurkan Barang Milik Daerah;
b. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
c. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
d. Mencatat Barang Milik Daerah yang diterima kedalam buku/kartu barang;
e. Mengamankan Barang Milik Daerah yang ada dalam persediaan; dan
f. Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan Barang Milik Daerah kepada kepala OPD.

KESEMBILAN	:	Operator SIMBAPER,  sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
a. Menginput mutasi barang persediaan ke Aplikasi SIMBAPER;
b. Menyajikan dalam bentuk laporan setiap semester, dan laporan akhir tahun sebagai lampiran laporan keuangan.

KESEPULUH	:	Operator SIMDA BMD, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
a. Menginput mutasi ASET ke Aplikasi SIMDA BMD;
b. Menyajikan dalam bentuk laporan setiap semester, dan laporan akhir tahun sebagai lampiran laporan keuangan.

KESEBELAS	:	Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembuat Daftar Gaji, Pembuat Dokumen Verifikator, Pengurus barang dan Pembantu Pengurus Barang (Penyimpan barang), Operator Simda BMD dan Operator SIMBAPER sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KEDUABELAS	:	Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

KETIGABELAS	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal       Januari  2021   

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



SUNDORO BUDHI KARYANTO


Tembusan :
1. Bupati Karanganyar;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
ex-officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karanganyar; 
3. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Baperlitbang Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
8. Pejabat tersebut.
LAMPIRAN 	
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
	NOMOR 	:  	 900/        TAHUN 2021
	TENTANG	:	
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/PEMBUAT DAFTAR GAJI, PEMBUAT DOKUMEN, VERIFIKATOR, PENGURUS BARANG, PEMBANTU PENGURUS BARANG/PENYIMPAN BARANG, OPERATOR SIMDA BMD  DAN  OPERATOR  SIMBAPER  DI  LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2021

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEMBANTU BENDAHARA 
PENGELUARAN/PEMBUAT DAFTAR GAJI, PEMBUAT DOKUMEN, VERIFIKATOR, PENGURUS BARANG, PEMBANTU PENGURUS BARANG/PENYIMPAN BARANG, OPERATOR SIMDA BMD DAN OPERATOR SIMBAPER
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2021

	NO
	NAMA / NOMOR INDUK PEGAWAI
	JABATAN DALAM DINAS
	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN/           PROGRAM KERJA

	1
	2
	3
	4

	1.
	SUWARDI ARIS INDRIYATMOKO, S.E., M.M.               
NIP. 19661102 199803 1 003
	Kepala Sekretariat 
	Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK)


	2.
	NUGROHO BUDI SANTOSO, S.IP, M.Si.
NIP. 19650608.199603.1.003
	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
1. Program Penanggulangan Bencana,  dengan kegiatan :

	
	
	
	1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, sub kegiatan :
a. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota.
2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, sub kegiatan :
a. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

	3.
	HARTOKO, S.Sos.
NIP. 19720927 199803 1 005
	Kepala Seksi Pencegahan                      dan Kesiapsiagaan
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

	
	
	
	1. Program  Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan :

	
	
	
	1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, sub kegiatan :
a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, sub kegiatan :
a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
3) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, sub kegiatan :
a. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.

	4.
	HARDI, S.Sos., M.M.
NIP. 19700215 199903 1 005
	Kepala Seksi Rehabilitasi                      dan Rekonstruksi
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

	
	
	
	1. Program Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan :
1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, sub kegiatan :
a. Penanganan Pasca Bencana.


	5.
	EVY NOVIANTY SALAWALI
NIP. 19791127 200801 2 013
	Verifikator Keuangan
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

	
	

	
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan :

	
	
	
	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan :
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan :
a. Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan : 
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ;
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya ;
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya.


	6.
	EVY NOVIANTY SALAWALI
NIP. 19791127 200801 2 013
	Verifikator Keuangan
	Pembuat Daftar Gaji

	7.
	TRI MULYANI, SE
NIP. 19800708 201001 2 018
	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
	Verifikator

	8.
	AHMAD SYARIF HIDAYATULLAH, S.Sos.
NIP. 198704022019031006
	Analis Mitigasi Bencana
	Pembuat Dokumen

	9.
	TRI WALUYO, S.E.
NIP.19800517 201001 1 005
	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik
	Pengurus Barang

	10.
	SUJATMO
NIP. 19671015 199703 1 003
	Pengelola Kepegawaian
	Pembantu Pengurus Barang/Penyimpan Barang

	11.
	TRI WALUYO, S.E.
NIP.19800517 201001 1 005
	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik
	Operator SIMDA BMD

	10.
	SUJATMO
NIP. 19671015 199703 1 003
	Pengelola Kepegawaian
	Operator SIMBAPER



KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
selaku Kuasa Pengguna Anggaran,




SUNDORO BUDHI KARYANTO
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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : JI. Brigjen Slamet Riyadi No.- Bibis, Jungke, Karanganyar
Telp/ Faks (0271) 495997 E-mail : bpbd@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57713





